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ABSTRAK 

SISTEM PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA 

PT. PRABUTIRTA JAYA LESTARI 

Oleh 

KOMANG ARYA BUDANA 

Menurut Surya, A (2018), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu 

jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia atas penjualan barang dan 

jasa. Penerapan PPN memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan 

negara, sekaligus menunjang pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, 

perusahaan wajib memahami dan menerapkan aturan PPN dengan benar agar 

terhindar dari sanksi administratif dan pidana yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode yang mengharuskan penulis untuk 

menjabarkan secara teori, menggambarkan dan mengeksplorasi keadaan objek 

penelitian secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan 

dengan sebagaimana mestinya. Menurut hasil penelitian, PT. Praburtirta Jaya 

Lestari sudah menerapkan e-Faktur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta 

Jaya Lestari sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. 

Pemotongan dilakukan oleh Bendaharawan serta prosedur pembuatan faktur pajak 

sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Lestari sudah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Penyetoran Pajak Pajak Pertambahan 

Nilai,
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MOTTO 

 

 

“Kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu 

ucapkan, dan apa yang kamu lakukan selaras ” 

 

- mahatma gandhi- 

 

“hidup dengan sepenuh hati dan terus tumbuh dalam belajar ” 

 

-I Komang Arya Budana- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang 

dan jasa di Daerah yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi 

dan distribusi. Menurut Surya, A (2018), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia 

atas penjualan barang dan jasa. Penerapan PPN memiliki peran penting dalam 

meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menunjang pembangunan 

ekonomi nasional. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami dan 

menerapkan aturan PPN dengan benar agar terhindar dari sanksi administratif 

dan pidana yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

Peraturan Perpajakan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan seiring 

berjalannya waktu dan perubahan zaman. Adanya pengaruh ekonomi, 

kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan dan lain-lain mewajibkan 

masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama membangun 

Negara dengan berbagai kebutuhannya melalui Pajak, Pajak merupakan suatu 

kontribusi atau iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat 

imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak 

kepada negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan pajak dengan melakukan 
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perubahan-perubahan ataupun peraturan baru dalam perpajakan. Salah 

satunya adalah adanya perubahan terhadap tarif Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dimana tarif semula 10% berubah menjadi 11%.  

 

Dimulai dari akhir tahun 2019, di Indonesia bahkan dunia sedang 

digemparkan adanya wabah penyakit menular sehingga ditetapkan sebagai 

Pandemi Global yang menyebabkan kehidupan masyarakat khususnya 

Indonesia mengalami perubahan dalam banyak hal, baik dari segi ekonomi, 

aktivitas, kesehatan dan lain-lain. Dari berbagai masalah yang timbul, belanja 

Negara, keperluan Negara untuk mengeluarkan dana guna membantu 

perekonomian masyarakat pun sangatlah besar. Maka dari itu perlu adanya 

pembaharuan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

untuk meningkatkan ekonomi dan pemasukan Negara. 

 

PT. Prabutirta Jaya Lestari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang produksi barang dan jasa. Sebagai perusahaan yang beroperasi di 

Indonesia, PT Prabutirta Jaya Lestari memungut PPN atau Pajak Pertambahan 

Nilai karena hal tersebut merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. PPN ini nantinya akan disetor ke 

kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan 

pembangunan di Indonesia.  
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1.2. Indentifikasi Masalah 

1. Bagaimana sistelm pemungutan Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN) pada PT. 

Praburtirta Jaya Lelstari? 

2. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan Pajak Pelrtambahan Nilai 

(PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Le lstari? 

 

1.3. Tujuan Penulisan Laporan Akhir 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk : 

1. Melngeltahui hasil analisis sistelm pemungutan Pajak Pelrtambahan Nilai 

(PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Le lstari 

2. Melngetahui mekanisme penyetoran dan pelaporan Pajak Pelrtambahan 

Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta Jaya Le lstari 

 

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pelrusahaan PT. Praburtirta Jaya Le lstari  

Pelnellitian ini akan melmbelrikan informasi dan solusi yang dapat 

ditelrapkan olelh PT. Praburtirta Jaya Lelstari untuk melngatasi 

pelrmasalahan dalam Pelnelrapan Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN). 

Selhingga, PT. Praburtirta Jaya Le lstari dapat melmelnuhi kelwajiban 

pajaknya delngan belnar dan tidak telrkelna sanksi dari pelmelrintah. 

2. Bagi Pelnelliti  

Pelnellitian ini akan melmbelrikan pelmahaman dan wawasan yang le lbih 

luas telntang sistelm pelnelrapan pajak Pelrtambahan Nilai (PPN) pada 

pelrusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dike lnakan atas konsulmsi 

dalam nelgelri olelh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pe lmelrintah. Dalam 

pelnelrapannya, Badan ataul pelrorangan yang melmbayar pajak ini tidak 

melwajibkan ulntulk melnyeltorkan langsulng kel kas nelgara. Mellainkan lelwat 

pihak pelmotong PPN. Pajak pelrtambahan nilai belrsifat objelktif, Tidak 

kulmullatif, dan melrulpakan pajak tidak langsulng. sulbjelk pajak telrdiri dari 

Pelngulsaha Kelna Pajak (PKP) dan non PKP, akan teltapi sulbjelk pajak belrbelda 

delngan wajib pajak. Sulbjelk pajak bellulm melmiliki kelwajiban ulntulk 

melmbayar pajak. Dari seljarahnya, Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN) 

melrulpakan pelngganti dari pajak pelnjulalan yang diatulr dalam Ulndang-

Ulndang Nomor 35 tahuln 1953. Delngan PPN melmpulnyai kellelbihan yaitul : 

1. melnggulnakan tarif tulnggal selhingga muldah pellaksanaannya . 

2. melnghilangkan pajak ganda. 

3. melndorong elkspor. 

 

2.1.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai 

Dasar hulkulm yang belrlakul ulntulk Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN) se lsulai 

belrlakulnya Ulndang-Ulndang No.42 Tahuln 2009 telntang Pajak Pelrtambahan 

Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Pe lnjulalan Atas Barang Melwah. Yang 

melrulpakan pelrulbahan keltiga dari Ulndang-Ulndang Nomor 18 Tahuln 2000 

yang melrulpakan pelrulbahan keldula dari selbellulmnya Ulndang-Ulndang Nomor 8 

tahuln 1983. Ulntulk mellelngkapi kelkulrangan pada Ulndang-Ulndang PPN 
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selbellulmnya, Ulndang-Ulndang ini belrtuljulan melmbelrikan keladilan hulkulm dan 

kelamanan bagi nelgara dan masyarakat de lngan sistelm pelrpajakan yang jaulh 

lelbih seldelrhana. Ulndang- Ulndang Nomor 42 tahuln 2009 yang masih belrlakul 

hingga selkarang. 

  

2.1.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

1. Pelngulsaha Kelna Pajak (PKP) 

Pelngulsaha Kelna Pajak adalah pelngulsaha yang mellakulkan pelnyelrahan 

Barang Kelna Pajak (BKP) dan / ataul Jasa Kelna Pajak (JKP) yang dike lnai 

pajak belrdasarkan UlUl No.42 tahuln 2009. Pelngulsaha yang mellakulkan 

pelnyelrahan BKP dan/ataul JKP delngan kritelria pelngulsaha kelcil tidak wajib 

melnjadi pelngulsaha kelna pajak, kelculali melmilih ulntulk dikulkulhkan selbagai 

pelngulsaha kelna pajak. 

 

Pelngulsaha kelcil melnulrult Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor 

197/PMK.03/2013 melrulpakan pelngulsaha yang sellama satul tahuln bulkul 

mellakulkan pelnyelrahan Barang Kelna Pajak dan/ataul Jasa Kelna Pajak 

delngan julmlah pelreldaran brulto dan/ataul pelnelrimaan brulto tidak lelbih dari 

Rp 4.800.000.000 (elmpat miliar dellapan ratuls julta rulpiah). 

 

PPN telrhultang pada saat sulbjelk pajak : 

1. PKP mellakulkan pelnyelrahan Barang Kelna Pajak. 

2. PKP mellakulkan pelnyelrahan Jasa Kelna Pajak. 

3. PKP mellakulkan elkspor Barang Kelna Pajak Belrwuljuld. 

4. PKP mellakulkan elkspor Barang Kelna Pajak Tidak Belrwuljuld. 
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5. PKP mellakulkan Jasa Kelna Pajak. 

 

Kelpada pelngulsaha kelna pajak telrselbult diwajibkan melmulngult pajak 

telrhultang, melnyeltorkan PPN yang masih haruls dibayar dalam hal pajak 

kellularan lelbih belsar daripada pajak masulkan yang dapat dikrelditkan selrta 

melnyeltorkan pajak pelnjulalan atas barang melwah yang masih telrhultang 

dan mellaporkan pelrhitulngan pajak. 

 

2. Bulkan Pelngulsaha Kelna Pajak (NON PKP) 

PPN teltap telrhultang melskipuln yang mellakulkan kelgiatan bulkan PKP. 

Bulkan PKP wajib mellakulkan pelmulngultan PPN, dalam hal te lrdapat 

kelgiatan selbagai belrikult: 

a. Impor Barang Kelna Pajak. 

b. Pelmanfaatan Barang Kelna Pajak tidak belrwuljuld dari lular Daelrah 

Pabelan di dalam Daelrah Pabelan. 

c. Pelmanfaatan Jasa Kelna Pajak tidak belrwuljuld dari lular Daelrah Pabelan 

di dalam Daelrah Pabelan. 

d. Melmbanguln selndiri yang dilakulkan tidak dalam lingkulngan 

pelrulsahaan ataul pelkelrjaan olelh orang pribadi ataul badan yang 

hasilnya digulnakan selndiri ataul digulnakan pihak lain yang batasannya 

diteltapkan olelh Melntelri Kelulangan. 

e. Pelnyelrahan Barang Kelna Pajak belrulpa aktiva yang melnulrult tuljulan 

selmulla tidak ulntulk dipelrjulalbellikan olelh Pelngulsaha Kelna Pajak, 
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kelculali atas pelnyelrahan aktiva yang Pajak Masulkannya tidak dapat di 

krelditkan. 

 

2.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Objelk Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN) sellalul melngalami pelrulbahan seliring 

delngan dibelrlakulkannya Ulndang-Ulndang barul. UlUl No. 42 Tahuln 2009 yang 

belrlakul mullai 1 April 2010. PPN dikelnakan atas: 

1. Pelnyelrahan BKP di dalam Daelrah Pabelan yang dilakulkan olelh 

Pelngulsaha. 

2. Impor BKP. 

3. Pelnyelrahan JKP di dalam Daelrah Pabelan yang dilakulkan olelh 

Pelngulsaha. 

4. Pelmanfaatan BKP Tidak Be lrwuljuld dari lular Daelrah Pabelan di dalam 

Daelrah Pabelan. 

5. Pelmanfaatan JKP dari lular Daelrah Pabelan di dalam Daelrah Pabelan. 

6. Elkspor BKP Belrwuljuld olelh PKP 

7. Elkspor BKP Tidak Belrwuljuld olelh PKP 8. Elkspor JKP olelh PKP 

  

2.1.4 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Melnulrult UlUl No. 42 Tahuln 2009 Pasal 4A angka (2) dan (3) yang bulkan 

telrmasulk Objelk Pajak Pelrtambahan Nilai adalah: 

1. Jelnis barang yang tidak dike lnai Pajak Pelrtambahan Nilai adalah barang 

telrtelntul dalam kellompok barang selbagai belrikult : 

a. Barang hasil pelrtambangan ataul hasil pelngelboran yang diambil 

langsulng dari sulmbelrnya 



8 
 

b. Barang kelbultulhan pokok yang sangat dibultulhkan olelh rakyat 

banyak. 

c. Makanan dan minulman yang disajikan di hote ll, relstoran, rulmah 

makan, warulng, dan seljelnisnya, mellipulti makanan dan minulman 

baik yang dikonsulmsi di telmpat maulpuln tidak, telrmasulk makanan 

dan minulman yang diselrahkan olelh ulsaha jasa boga ataul katelring. 

d. Ulang, elmas batangan, dan sulrat belrharga. 

2. Jelnis jasa yang tidak dikelnai Pajak Pelrtambahan Nilai adalah jasa 

telrtelntul dalam kellompok jasa selbagai belrikult: 

a. Jasa pellayanan kelselhatan meldik. 

b. Jasa pellayanan sosial. 

c. Jasa pelngiriman sulrat delngan pelrangko. 

d. Jasa kelulangan. 

e. Jasa asulransi. 

f. Jasa kelagamaan. 

g. Jasa pelndidikan. 

h. Jasa kelselnian dan hibulran. 

i. Jasa pelnyiaran yang tidak belrsifat iklan. 

j. Jasa angkultan ulmulm di darat dan di air se lrta jasa angkultan uldara 

dalam nelgelri yang melnjadi bagian yang tidak telrpisahkan dari jasa 

angkultan uldara lular nelgelri. 

k. Jasa telnaga kelrja. 

l. Jasa pelrhotellan. 
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m. Jasa yang diseldiakan olelh pelmelrintah dalam rangka Melnjalankan 

pelmelrintahan selcara ulmulm 

n. Jasa pelnyeldia telmpat parkir. 

o. Jasa tellelpon ulmulm delngan melnggulnakan ulang logam. 

p. Jasa pelngiriman ulang delngan welsell pos. 

q. Jasa boga ataul katelring. 

 

2.1.5 Barang kena pajak (BKP) 

Barang Kelna Pajak adalah barang belrwuljuld yang melnulrult sifat ataul 

hulkulmnya dapat belrulpa barang belrgelrak ataul barang tidak belrgelrak dan 

barang tidak belrwuljuld (melrelk dagang, hak pateln, dan lain lain) yang 

dikelnakan pajak belrdasarkan Ulndang-Ulndang PPN dan PPnBM. 

 

2.1.6 Jasa Kena Pajak (JKP) 

Jasa Kelna Pajak adalah seltiap kelgiatan pellayanan belrdasarkan sulatul pelrikatan 

ataul pelrbulatan hulkulm yang melnyelbabkan sulatul barang ataul fasilitas ataul 

melmbelri kelmuldahan ataul hak telrseldia ulntulk dipakai, telrmasulk jasa yang 

dilakulkan ulntulk melnghasilkan barang karelna pelsanan ataul pelrmintaan 

delngan bahan dan atas peltulnjulk dari pelmelsan, yang dikelnai pajak 

belrdasarkan Ulndang-Ulndang PPN dan PPnBM. 

 

Saat Terhutang PPN 

Telrhultangnya PPN melnulrult pasal 11 Ulndang-Ulndang No. 42 Tahuln 2009 

telrjadi pada saat: 

1. Pelnyelrahan BKP. 

2. Impor BKP. 
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3. Pelnyelrahan JKP. 

4. Pelmanfaatan BKP tidak belrwuljuld dari lular daelrah pabelan. 

5. Pelmanfaatan JKP dari lular daelrah pabelan. 

6. Elkspor BKP. 

7. Elkspor JKP. 

 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

Dasar Pelngelnaan Pajak (DPP) melrulpakan julmlah telrtelntul selbagai dasar ulntulk 

melnghitulng pajak telrhultang yaitul : 

1. Harga Julal 

Harga Julal adalah nilai belrulpa ulang telrmasulk selmula biaya yang diminta 

ataul selharulsnya diminta olelh pelngulsaha karelna pelnyelrahan BKP, tidak 

telrmasulk PPN yang dipulngult belrdasarkan Ulndang-Ulndang PPN dan 

potongan harga yang dicantulmkan dalam faktulr pajak. 

2. Pelnggantian 

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semula biaya yang 

diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN 

dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. 

3. Nilai Impor 

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea 

masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, 

tidak termasuk PPN yang dipungut belrdasarkan Undang-Undang PPN. 

Pelnelntulan nilai impor BKP didasarkan pada Undang-Undang pabean 
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yang menggunakan Dasar Pengenaan Bea Masuk, yaitu cost (harga faktur), 

insurance (biaya asuransi antar-Daerah Pabean), dan freight (ongkos 

angkut atau antar-Daerah Pabean) atau disingkat dengan CIF (cost, 

insurance, freight). 

4. Nilai Elkspor 

Nilai Ekspor adalah nilai berupa ulang, termasuk semula biaya yang 

diminta ataul seharusnya diminta oleh eksportir. 

5. Nilai Lain selbagai Dasar Pelngelnaan PPN 

Nilai Lain adalah jumah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak 

yang diatur oleh Menteri Keuangan.  

 

Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

Tarif Pelmbayaran Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN) yang diatulr dalam 

Ulndang-Ulndang Nomor 42 tahuln 2009, Pasal 7 yang melnyelbultkan bahwa: 

1. Tarif Ulmulm 10% ulntulk pelnyelrahan dalam nelgelri. 

2. Tarif kasuls 0% ditelrapkan atas elkspor BKP belrwuljuld maulpuln tidak 

belrwuljuld, dan elkspor JKP. 

3. Tarif Pajak selbelsar 10% dapat belrulbah melnjadi lelbih relndah, yaitul 5% 

dan paling tinggi 15% selbagaimana diatulr olelh Pelratulran Pelmelrintah. 

Berdasarkan UU HPP dimaksud, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% 

(sepuluh persen) diubah menjadi:  

1. sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;  

2. sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 

1 Januari 2025. 
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2.2 Menghitung Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pelrtambahan Nilai yang te lrhultang dihitulng delngan cara melngalikan 

tarif delngan dasar pelngelnaan pajak. Hitulngan telrselbult diformullasikan selbagai 

belrikult: 

 

PPN = Tarif PPN 11% x DPP 

 

Pelnghitulngan PPN dibeldakan melnjadi dula, yaitul melnghitulng PPN selcara 

final dan melnggulnakan kreldit pajak masulkan. Melnghitulng PPN selcara final 

artinya tidak dipelrbolelhkan ulntulk melngkrelditkan Pajak Masulkan. 

Pelnghitulngan selpelrti ini dilakulkan olelh: 

1. Pelngulsaha jasa pelngiriman pakelt. 

2. Pelngulsaha biro pelrjalanan ataul pelngulsaha jasa biro pariwisata. 

3. Pelngulsaha pabrikan elmas. 

4. Pelngulsaha jasa pelngulrulsan transportasi. 

Pelnghitulngan PPN delngan melkanismel kreldit pajak masulkan dilakulkan 

delngan Pajak Kellularan dikulrangi Pajak Masulkan. Sellisih Pajak Kellularan dan 

Pajak Masulkan dinamakan PPN yang kulrang ataul lelbih dibayar.  

 

2.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 

Pajak Masukan 

Melnulrult Ulndang-Ulndang No. 42 Tahuln 2009 Pajak Masulkan Adalah PPN 

Yang Selharulsnya Dibayar Olelh Pelngulsaha Kelna Pajak Karelna Pelrolelhan 

BKP Ataul Pelnelrimaan JKP Dan Ataul Pelmanfaatan Barang Kelna Pajak 

(BKP) Tidak Belrwuljuld Dari Lular Daelrah Pabelan Dan Ataul Impor BKP. 
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Pajak Keluaran 

Melnulrult Ulndang-Ulndang No. 42 Tahuln 2009 Pajak Kellularan Adalah Pajak 

Pelrtambahan Nilai (PPN) Te lrhultang Yang Wajib Dipulngult Olelh Pelngulsaha 

Kelna Pajak Yang Mellakulkan Pelnyelrahan Barang Kelna Pajak (BKP) Ataul 

Pelnyelrahan Jasa Kelna Pajak (JKP), Ataul Elkspor BKP. 

 

Pajak Pertambahan Nilai Kurang/ Lebih Bayar 

PPN yang dipulngult olelh PKP Pelnjulalan tidak selcara otomatis wajib 

dibayarkan kel kas nelgara. PPN yang wajib dibayarkan ke l kas nelgara 

melrulpakan PPN yang dipulngult olelh PKP pada saat mellakulkan pelnyelrahan 

BKP dan/ataul JKP (diselbult julga selbagai PPN kellularan) dikulrang PPN yang 

tellah dibayar olelh PKP pada saat pelrolelhan BKP dan/ ataul JKP (diselbult julga 

PPN masulkan). Pajak masulkan dalam sulatul masa ajak dikrelditkan delngan 

pajak kellularan dalam masa pajak yang sama delngan diselrtai bulkti belrulpa 

faktulr pajak. Pelmulngultan PPN selpelrti telrselbult dinamakan melkanismel 

pelngkrelditan pajak masulkan, yang diformullasikan selbagai belrikult. 

 

 

 

Apabila Pajak Kellularan > Pajak Masulkan, sellisihnya dinamakan PPN kulrang 

diseltor . Apabila Pajak Kellularan < Pajak Masulkan, sellisihnya dinamakan 

PPN lelbih diseltor. PPN kulrang diseltor wajib dibayar olelh PKP paling lambat 

pada akhir bullan belrikultnya selbellulm pelnyampaian SPT Masa PPN. PPN 

PPN kulrang/lelbih bayar = Paja Keluaran – Pajak Masukan 
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lelbih diseltor dapat dikompelnsasikan pada masa pajak be lrikultnya ataul dapat 

diajulkan pelrmohonan pelngelmbalian pada akhir tahuln. 

 

2.4 Faktur Pajak 

Pengertian Faktur Pajak 

Melnulrult Ulndang-Ulndang Pajak Pelrtambahan Nilai No. 42 Tahuln 2009 Pasal 

1 Ayat (23) Ulndang-Ulndang Pajak Pelrtambahan Nilai, Faktulr Pajak adalah 

bulkti pulngultan pajak yang dibulat olelh PKP yang mellakulkan pelnyelrahan 

BKP ataul pelnyelrahan JKP. Faktulr Pajak dalam Ulndang- Ulndang PPN No. 42 

Tahuln 2009 Ulndang-Ulndang PPN tellah diulbah telpatnya pada Pasal 12 Ayat 1 

dimana Faktulr Pajak seldelrhana tellah dihapuls, selhingga melnulrult Pasal 13 

Ayat 1 Ulndang-Ulndang No. 42 Tahuln 2009 Ulndang-Ulndang PPN “Dalam 

hal telrjadi pelnyelrahan Barang Kelna Pajak dan/ataul pelnyelrahan Jasa Kelna 

Pajak, Pelngulsaha Kelna Pajak yang melnyelrahkan Barang Kelna Pajak dan/ataul 

melnyelrahkan Jasa Kelna Pajak itul wajib melmulngult Pajak Pelrtambahan Nilai 

yang telrhultang dan melmbelrikan Faktulr Pajak selbagai bulkti pulngultan pajak. 

Faktulr Pajak tidak pelrlul dibulat selcara khulsuls ataul belrbelda delngan faktulr 

pelnjulalan. Faktulr Pajak dapat belrulpa faktulr pelnjulalan ataul dokulmeln telrtelntul 

yang diteltapkan selbagai Faktulr Pajak olelh Direlktulr Jelndelral Pajak. 

Belrdasarkan keltelntulan ini, atas seltiap pelnyelrahan Barang Kelna Pajak belrulpa 

aktiva yang melnulrult tuljulan selmulla tidak ulntulk dipelrjulal bellikan selbagaimana 

dimaksuld dalam Pasal 16D UU PPN wajib ditelrbitkan Faktulr Pajak.” 

 

Pembuatan Faktur Pajak 

Dalam Ulndang-Ulndang No. 42 Tahuln 2009 Pasal 13 Ayat 1A Ulndang- 

Ulndang PPN saat pelmbulatan faktulr pajak haruls dibulat pada saat pelnyelrahan 
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ataul pada saat pelnelrimaan pelmbayaran dalam hal pelmbayaran telrjadi 

selbellulm pelnyelrahan. Dalam hal telrtelntul dimulngkinkan saat pelmbulatan 

Faktulr Pajak tidak sama delngan saat telrselbult, misalnya dalam hal te lrjadi 

pelnyelrahan Barang Kelna Pajak dan/ataul pelnyelrahan Jasa Kelna Pajak kelpada 

belndahara pelmelrintah. Olelh karelna itul, Melntelri Kelulangan belrwelnang ulntulk 

melngatulr saat lain selbagai saat pelmbulatan Faktulr Pajak 

 

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 

Pelngulsaha Kelna Pajak haruls melmbulat faktulr pajak delngan melnggulnakan 

Kodel dan selri faktulr pajak selbagaimana diatulr dalam pelratulran dirjeln pajak 

nomor PElR- 17/PJ/2014. 

1. Format kodel dan Nomor Selri Faktulr Pajak telrdiri atas 16 (elnam bellas) 

digit, yaitul: 

a. Dula digit pelrtama adalah Kodel Transaksi 

b. Satul digit belrikultnya adalah Kodel Statuls 

c. Tiga bellas digit belrikultnya adalah Nomor Selri Faktulr Pajak 

2. Pelnggulnaan Kodel Transaksi pada Faktulr Pajak, Kodel transaksi diisi 

delngan keltelntulan selbagai belrikult: 

a. 01 Digulnakan ulntulk pelnyelrahan Barang Kelna Pajak, kodel ini 

digulnakan dalam hal bulkan melrulpakan jelnis pelnyelrahan selbagaimana 

yang dimaksuld dalam kodel 04 sampai delngan kodel 09. 

b. 02 Kelpada Pelmulngult PPN Belndahara Pelmelrintah. 

c. 03 Kelpada Pelmulngult PPN lainnya sellain belndahara pelmelrintah ataul 

wajib pajak yang ditulnjulk selbagai pelmulngult PPN. 
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d. 04 Digulnakan ulntulk pelnyelrahan Barang Kelna Pajak ataul Jasa Kelna 

Pajak yang melnggulnakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipulngult olelh 

Pelngulsaha Kelna Pajak. 

e. 05 Kodel ini suldah tidak digulnakan lagi. 

f. 06 Digulnakan kelpada pelmelnang paspor lular nelgelri. 

g. 07 Digulnakan ulntulk melndapatkan fasilitas PPN tidak dipulngult atas 

tanggulng jawab pelmelrintah. 

h. 08 Digulnakan ulntulk pelnyelrahan Barang Kelna Pajak ataul Jasa Kelna 

Pajak yang melndapatkan fasilitas dibelbaskan dari pelngelnaan PPN. 

i. 09 Digulnakan ulntulk pelnyelrahan aktiva pasal 16D yang PPN 

dipulngult olelh Pelngulsaha Kelna Pajak pelnjulal yang mellakulkan 

pelnyelrahan Barang Kelna pajak. 

3. Pelnggulnaan Kodel Statuls pada Faktulr Pajak, Kodel Statuls, diisi delngan 

keltelntulan selbagai belrikult: 

a. 0 (nol) ulntulk statuls normal. 

b. 1 (satul) ulntulk statuls pelnggantian. 

Dalam hal ditelrbitkan faktulr pajak pelngganti kel-2, kel-3, dan seltelrulsnya, 

maka kodel statulsnya yang digulnakan kodel statuls „1‟. 

4. Pelnggulnaan Nomor Selri Faktulr Pajak 

a. Nomor selri faktulr pajak telrdiri atas 11 (selbellas) digit nomor ulrult yang 

dipisahkan olelh 2 (dula) digit tahuln pelnelrbitan. 

b. Nomor selri faktulr pajak dibelrikan dalam belntulk blok nomor delngan 

julmlah selsulai delngan pelrmintaan PKP. 
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c. Nomor selri faktulr pajak digulnakan ulntulk pelnelrbitan faktulr pajak 

dalam tahuln yang sama delngan 2 (dula) digit tahuln pelnelrbitan yang 

telrtelra dalam nomor selri faktulr pajak. 

Contoh: 

PKP melminta 100 nomor selri faktulr pajak, maka nomor se lri faktulr pajak 

yang dibelrikan olelh direlktorat jelndral pajak dapat belrulpa: 900.13.00000001 

s.d. 900.13.00000100; 

900.13.99999901 s.d. 901.13.00000000; 

900.13.99999999 s.d. 901.13.00000098,dan se lbagainya. 

 

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Melnulrult Ulndang-Ulndang No. 16 Tahuln 2009 telntang Keltelntulan Ulmulm dan 

Tata Cara Pelrpajakan pelngelrtian Sulrat Pelmbelritahulan adalah sulrat yang olelh 

wajib pajak digulnakan ulntulk mellaporkan pelnghitulngan dan/ataul pelmbayaran 

pajak, objelk pajak dan/ataul bulkan objelk pajak dan/ataul harta dan kelwajiban 

melnulrult keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan pelrpajakan. Jelnis-jelnis 

Sulrat Pelmbelritahulan: 

1. Sulrat Pelmbelritahulan (SPT) Masa 

Sulrat Pelmbelritahulan (SPT) Masa adalah Sulrat Pelmbelritahulan ulntulk sulatul 

Masa Pajak. Sulrat ini digulnakan olelh wajib pajak ulntulk mellaporkan 

pelrhitulngan ataul pelmbayaran pajak yang telrhultang dalam sulatul masa pajak 

sulatul saat. Melnulrult Siti Relsmi (2019) SPT Masa digulnakan ulntulk 

mellaporkan pajak dalam kulruln waktul telrtelntul (bullanan). Jelnis pajak yang 

haruls dilaporkan seltiap bullan mellaluli SPT Masa telrdiri dari: 

a. Pajak Pelnghasilan (PPh) Pasal 21. 
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b. PPh Pasal 22. 

c. PPh Pasal 23. 

d. PPh Pasal 25. 

e. PPh Pasal 26. 

f. PPh Pasal 4 ayat 2. 

g. PPh Pasal 15. 

h. PPN dan PPnBM. 

i. Pelmulngult PPN. 

Melski selmbilan jelnis pajak di atas melmiliki SPT Masa, format tiap formullir 

pajaknya belrbelda. Pelrbeldaan format SPT Masa telrselbult belrkaitan delngan 

tarif dan objelk pajak yang belrbelda ulntulk masing- masing jelnis pajak. 

2. Sulrat Pelmbelritahulan (SPT) Tahulnan 

Sulrat Pelmbelritahulan (SPT) Tahulnan adalah SPT ulntulk sulatul tahuln pajak ataul 

bagian tahuln pajak. Sulrat ini digulnakan olelh wajib pajak ulntulk mellaporkan 

pelrhitulngan dan pelmbayaran pajak telrhultang dalam satul tahuln pajak. 

 

2.6 E- FAKTUR PAJAK 

Pengertian e-Faktur Pajak 

Belrdasarkan pasal 1 Pelratulran Direlktulr Jelndelral Pajak Nomor PElR- 

16/Pj/2014 Telntang Tata Cara Pelmbulatan Dan Pellaporan Faktulr Pajak 

Belrbelntulk Ellelktronik, Faktulr Pajak belrbelntulk ellelktronik, yang sellanjultnya 

diselbult el-Faktulr, adalah Faktulr Pajak yang dibulat mellaluli aplikasi ataul sistelm 

ellelktronik yang ditelntulkan dan/ataul diseldiakan olelh Direlktorat Jelndelral 

Pajak. Pelngulsaha Kelna Pajak yang diwajibkan me lmbulat el-Faktulr adalah 

Pelngulsaha Kelna Pajak yang tellah diteltapkan delngan Kelpultulsan Direlktulr 
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Jelndelral Pajak. Aplikasi ataul sistelm ellelktronik yang ditelntulkan dan/ataul 

diseldiakan olelh Direlktorat Jelndelral Pajak dilelngkapi delngan peltulnjulk 

pelnggulnaan (manulal ulselr) yang melrulpakan satul kelsatulan delngan aplikasi 

ataul sistelm ellelktronik telrselbult. 

 

Pelaporan e-Faktur Pajak 

Belrdasarkan pasal 11 Pelratulran Direlktulr Jelndelral Pajak Nomor PElR- 

16/Pj/2014 Telntang Tata Cara Pelmbulatan Dan Pellaporan Faktulr Pajak 

Belrbelntulk Ellelktronik, el-Faktulr wajib dilaporkan olelh Pelngulsaha Kelna Pajak 

kel Direlktorat Jelndelral Pajak delngan cara diulnggah (ulpload) kel Direlktorat 

Jelndelral Pajak dan melmpelrolelh pelrseltuljulan dari Direlktorat Jelndelral Pajak. 

Pellaporan el-Faktulr dilakulkan delngan melnggulnakan aplikasi ataul sistelm 

ellelktronik yang tellah ditelntulkan dan/ataul diseldiakan Direlktorat Jelndelral 

Pajak. Direlktorat Jelndelral Pajak melmbelrikan pelrseltuljulan ulntulk seltiap el-

Faktulr yang tellah diulnggah (ulpload) selpanjang Nomor Selri Faktulr Pajak 

yang digulnakan ulntulk pelnomoran el-Faktulr telrselbult adalah Nomor Selri 

Faktulr Pajak yang dibelrikan olelh Direlktorat Jelndelral Pajak kelpada Pelngulsaha 

Kelna Pajak yang melmbulat el-Faktulr selsulai delngan keltelntulan yang belrlakul. el-

Faktulr yang tidak melmpelrolelh pelrseltuljulan dari Direlktorat Jelndelral Pajak 

bulkan melrulpakan Faktulr Pajak. 

 

2.7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 

Belrdasarkan Pelratulran Melntelri Kelulangan Relpulblik Indonelsia No. 

242/PMK.03/2014 telntang Tata Cara Pelmbayaran dan Pelnyeltoran Pajak BAB 
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II Pasal 2 Angka (14) PPN ataul PPnBM yang telrhultang dalam satul Masa 

Pajak haruls diseltor paling lama akhir bullan belrikultnya seltellah Masa Pajak 

belrakhir dan selbellulm Sulrat Pelmbelritahulan Masa PPN disampaikan. Dalam 

pelnyeltoran PPN, PKP julga melnggulnakan Sulrat Seltoran Pajak dalam prosels 

pelmbayarannya. Melnulrult Ulndang-ulndang No. 16 Tahuln 2009 SSP adalah 

bulkti pelmbayaran ataul pelnyeltoran pajak yang tellah dilakulkan delngan 

melnggulnakan formullir ataul tellah dilakulkan delngan cara lain kel kas nelgara 

mellaluli telmpat pelmbayaran yang ditulnjulk olelh Melntelri Kelulangan. 

 

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

Dalam hal mellakulkan Pellaporan SPT Masa Pajak Pe lrtambahan Nilai dalam 

Ulndang-Ulndang No. 42 Tahuln 2009 Ulndang-Ulndang Pajak Pelrtambahan 

Nilai pellaporan dilakulkan paling lama pada akhir bullan belrikultnya seltellah 

belrakhirnya Masa Pajak. Belrdasarkan UlUl KUlP Pasal 7 Ayat (1A) Pe lngulsaha 

Kelna Pajak wajib mellaporkan PPN ataul PPnBM yang tellah diseltor 

selbagaimana yang dimaksuld dalam Pasal 2 Ayat (13) dan Ayat (13A) se lrta 

Pasal 2A, delngan melnggulnakan Sulrat Pelmbelritahulan Masa PPN kel Kantor 

Pellayanan Pajak telmpat Pelngulsaha Kelna Pajak dikulkulhkan, paling lama 

akhir bullan belrikultnya seltellah Masa Pajak belrakhir. 

 

 

2.8 Fitur Prepopulated 

Pengertian Fitur Prepopulated 

Fitulr prelpopullateld adalah fitulr tambahan pada aplikasi e l-Faktulr delsktop yang 

tidak melnghilangkan melkanismel impor data CSV. Prelpopullateld Pajak 

Masulkan adalah sulatul sistelm yang melnyeldiakan data Pajak Masulkan milik 
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PKP belrdasarkan data yang tellah telrelkam selbellulmnya. Mellaluli fitulr 

prelpopullateld ini, selhingga PKP tidak pelrlul lagi melmasulkkan data satul pelr 

satul. Fitulr prelpopullateld ini melmbulat PKP tidak pelrlul melnginpult data Pajak 

Masulkan selcara manulal. Delngan belgitul, sistelm ini 

diharapkan melngulrangi telrjadinya kelsalahan inpult data, misalnya data 

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Pada velrsi aplikasi 

selbellulmnya, yakni el-Faktulr 2.0, PKP haruls mellakulkan inpult data Faktulr 

Pajak selcara manulal ataul mellaluli skelma impor ataul bahkan mellaluli aplikasi 

scannelr el-Faktulr. Cara selpelrti itul biasanya melnimbullkan pelrmasalahan di 

lapangan, selhingga sistelm prelpopullateld yang barul ini diharapkan dapat 

melngatasi masalah telrselbult. 

 

Data informasi yang dapat te lrsaji dalam prelpopullateld el-Faktulr 3.0 yakni: 

a. Prelpopullateld Pelmbelritahulan Impor Barang (PIB) 

b. Prelpopullateld Pajak Masulkan (PM) 

c. Prelpopullateld VAT (Valulel Addeld Tax) Relfulnd 

d. Prelpopullateld SPT Masa PPN 1111 

e. Sinkronisasi kodel cap fasilitas 

 

Manfaat Fitur Prepopulated 

Fitulr prelpopullateld pada el-Faktulr 3.0 melmiliki belbelrapa manfaat, 

diantaranya: 
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1. Melmbantul Wajib Pajak (WP) melngisi SPT Masa PPN delngan lelngkap, 

belnar dan jellas, khulsulsnya form 1111 B1 ulntulk nomor PIB selhingga tidak 

telrjadi kelsalahan inpult yang dapat melrulgikan hak wajib pajak. 

2. Melmbantul WP melngisi SPT Masa PPN pada form 1111 B2 delngan 

lelngkap, belnar dan jellas ulntulk Pajak Masulkan. 

3. Pelmbulatan Faktulr Pajak dan pellaporan SPT Masa PPN saling te lrhulbulng. 

4. Pelmbarulan aplikasi el-Faktulr ini ulntulk melningkatkan kelmuldahan 

pellayanan kelpada PKP. 

5. Adanya fitulr ini diharapkan bisa melmbantul melningkatkan kelpatulhan 

pajak WP melngingat fitulr ini melmpelrmuldah WP melngotomatisasi pelngisian 

data pajak dalam aplikasi e l-Faktulr 3.0 (saat ini barul ulntulk Pajak Masulkan, 

PIB, dan SPT Masa PPN).  

6. Kelamanan. Data yang masulk telrjamin kelamanannya karelna di validasi 

olelh pihak otoritas selhingga WP tidak pelrlul lagi melnggulnakan jasa pihak 

keltiga yang tidak relsmi yang mana relntan akan kelamanan informasi 

7. Melnyeldelrhanakan prosels administrasi pellaporan SPT Masa PPN 

 

2.9 Sanksi Keterlambatan Pajak Pertambahan Nilai 

Sanksi Keterlambatan Penyetoran PPN 

Keltelrlambatan pelnyeltoran PPN telrhultang dapat dikelnakan sanksi 

administrasi belrulpa bulnga selbelsar 2% pelr bullan yang dihitulng dari tanggal 

jatulh telmpo pelmbayaran sampai delngan tanggal pelmbayaran dan bagian dari 

bullan dihitulng pelnulh 1 bullan. 

Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPN 

Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak me lmelnulhi kelwajiban 
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pellaporan pajak yaitul melnyampaikan SPT dapat be lrulpa delnda selbagaimana 

diatulr dalam Pasal 7 UlUl KUlP ataul belrulpa kelnaikan selbagaimana diatulr 

dalam Pasal 13 Ayat 3 UlUl KUlP. 

1. Sanksi Administrasi belrulpa Delnda. Bagi Pelngulsaha Kelna Pajak yang tidak 

melnyampaikan SPT Masa PPN se lsulai jangka waktul yang ditelntulkan dapat 

dikelnakan sanksi administrasi belrulpa delnda selbelsar Rp 500.000,00. 

2. Sanksi Administrasi belrulpa Kelnaikan. Sanksi administrasi be lrulpa 

kelnaikan dapat dikelnakan mellaluli pelnelrbitan Sulrat Keltelrangan Pajak 

Kulrang Bayar (SKPKB) apabila Sulrat Pelmbelritahulan tidak disampaikan 

pada waktul selbagaimana ditelntulkan dalam Sulrat Telgulran Pajak Kulrang 

Bayar yang ditelrbitkan ditambah delngan sanksi administrasi belrulpa 

kelnaikan selsulai delngan Pasal 13 Ayat 3 UlUl KUlP yaitul selbelsar 100% dari 

Pajak Pelrtambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pe lnjulalan atas Barang 

Melwah yang tidak ataul kulrang bayar.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Dalam pellaksaan Praktik Kelrja Lapangan (PKL), Pe lnullis ditelmpatkan di 

sulbbagian Accoulnting pada PT. Prabultirta Jaya Lelstari yang belrlokasi di Jl. 

Wan Abdulrrahman No.21 Batul Pultul tellulk Beltulng Barat Bandar Lampulng 

35239. Waktul Pellaksaan Praktik Kelrja Lapangan dilakulkan pada tanggal 04 

Janulari – 3 Felbrulari 2023. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Dalam pelnellitian ini, pelnullis melnggulnakan meltodel delskriptif kulalitatif. 

Delskriptif Kulalitatif yaitul sulatul meltodel yang melngharulskan pelnullis ulntulk 

melnjabarkan selcara telori, melnggambarkan dan melngelksplorasi keladaan 

objelk pelnellitian selcara melnyellulrulh belrdasarkan fakta-fakta yang ada di 

lapangan delngan selbagaimana melstinya. 

 

Melnulrult Mulkhtar (2013:10) meltodel pelnellitian delskriptif kulalitatif adalah 

selbulah meltodel yang digulnakan pelnelliti ulntulk melnelmulkan pelngeltahulan ataul 

telori telrhadap pelnellitian pada sulatul waktul telrtelntul. Seldangkan, melnulrult 

Sulgiyono (2018:15) bahwa pelnellitian delskriptif kulalitatif adalah meltodel 

pelnellitian yang belrdasarkan pada filsafat postpositivisme l yang biasanya 

digulnakan ulntulk melnelliti pada kondisi objelktif yang alamiah dimana pe lnelliti 

belrpelran selbagai instrulmelnt kulnci. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam pelnellitian ini, pelnullis melnggulnakan meltodel pelngulmpullan data 

selbagai belrikult : 

a. Pelnellitian Lapangan 

Pelnullis melngulmpullkan data-data yang belrkaitan delngan cara mellakulkan 

wawancara dan obselrvasi kelmuldian pelnullis julga melmpellajari dokulmeln 

ataul data-data yang suldah didapatkan dari PT Prabultirta Jaya Lelstari. 

b. Stuldi Pulstaka 

Pelnullis melngulmpullkan data-data mellaluli bulkul-bulkul relfelrelnsi telntang 

pajak selpelrti Pelrpajakan : Telori dan Kasuls/ Siti Relsmi. 

c. Melnarik Kelsimpullan 

Sellulrulh data yang tellah didapat, digambarkan ullang selcara rinci sulpaya 

muldah dipahami olelh pelnullis maulpuln masyarakat awam. Data yang 

dirincikan ini adalah data yang dipe lrolelh dari pelngulmpullan data mellaluli 

wawancara dan obselrvasi. 

 

3.4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Profil Singkat Perusahaan 

PT. Prabultirta Jaya Lelstari adalah pelrulsahaan Swasta Nasional yang 

belrkelduldulkan di Bandar Lampulng, belrgelrak dalam bidang ulsaha indulstri 

Air Minulm Dalam Kelmasaan (AMDK) delngan melrk dagang “ 

TRIPANCA”. Adapuln produlk yang dihasilkan adalah Culp 150 ml, Culp 

240 ml, botol 330 ml, botol 600 ml, botol 1500 ml. Dan gallon 19 lt. 

Teltapi pada tahuln 2022 culp 240 ml diulbah melnjadi culp 200 ml. 

PT. Prabultirta Jaya Lelstari masih telrjaga karelna telrleltak tidak jaulh dari 
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kawasan hultan lindulng selhingga sulmbelr air sangat telrjaga kelasrianya. 

Pabrik PT. Prabultirta Jaya Lelstari belrada di selbidang tanah sellulas ± 

57.600 meltelr pelrselgi yang belrlokasi di Jl. Wan Abdulrrahman No. 21, 

Kell. Batul Pultul, Kelc. Tellulk Beltulng Ultara, Bandar Lampulng. 

 

Sulmbelr air AMDK “Tripanca” belrasal dari mata air velrtikal yang 

telrsaring selcara alami olelh belrpullulh ribul pohon bambul, selhingga 

melnghasilkan air yang belning dan belrsih. Olelh karelna itul elkosistelm di 

dalam pabrik sellalul dijaga, telrultama 5 di selkitar mata air. Mata air ini 

dipompa dan ditampulng di dalam bak pelnampulngan yang dilapisi 

kelramik. Bak pelnampulngan dikulras dan dibelrsihkan seltiap minggul. 

 

PT. Prabultirta Jaya Lelstari pada saat awal belrdiri masih melnggulnakan 

sistelm informatika pelrulsahaan yang sangat seldelrhana. Seliring delngan 

pelngambil alihan saham pe lrulsahaan dan pelrkelmbangannya, seljak tahuln 

2011 sistelm informasi pelrulsahaan dipelrbaharuli selcara melnyellulrulh ulntulk 

melnulnjang kellancaran opelrasional pelrulsahaan. Sistelm informatika 

pelrulsahaan akan telruls dipelrbaharuli seliring delngan pelrkelmbangan 

pelrulsahaan dan kelmajulan telknologi. 
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Gambar 3.1. Kantor Pelrulsahaan 

Sulmbelr : http://prabultirtajayalelstari.blogspot.com 

 

Visi dan Misi  

a. Visi : 

Melnjadikan PT. Prabultirta Jaya Lelstari selbagai pelrulsahaan Air Minulm 

Dalam Kelmasan “ TRIPANCA” yang be lrskala Nasional.” 

 

b. Misi : 

Melnghasilkan produlk ulnggullan yang belrsaing dipasar lokal dan 

nasional selrta belrmanfaat bagi masyarakat dan lingkulngan selkitar. 

 

Bidang Usaha Perusahaan 

Ulsaha ini melmprodulksi Air Minulm Dalam Kelmasan (AMDK), delngan melrk 

dagang Air Minulm Tripanca yang dikelmas dalam belntulk Gallon 19 litelr, Culp 

150 ml, Culp 200 ml, dan Botol Plastik ulkulran 330 ml, 600 ml, 1500 ml. Gulna 

melndulkulng kelgiatan prosels produlksi dan pelmasaran yang baik maka 

dibelntulk sulatul manajelmeln pelmasaran delngan melnelmpatkan telnaga-telnaga 

handal yang suldah belrpelngalaman di bidangnya masing masing. 

 

http://prabultirtajayalelstari.blogspot.com/
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 STRUKTUR ORGANISASI PT. PRABUTIRTA JAYA LESTARI 

 

 

Tabell 3.1 Strulktulr Organisasi PT. Prabutirta Jaya Lestari 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Dalam pelnellitian ini, jelnis data yang digulnakan pelnullis adalah : 

1. Data Primelr 

Data primelr adalah data yang dipe lrolelh langsulng dari sulmbelr aslinya, 

selpelrti : 

Wawancara, yaitul telknik pelngulmpullan data mellaluli tanya jawab kelpada 

karyawan sellaku narasummber yang berrwenang dan bertanggungg jawab atas 

data dan informasi pada PT Prabultirta Jaya Lelstari. 

a. Obselrvasi, yaitul telknik pelngulmpullan data delngan cara melndatangi dan 

mellakulkan praktik langsulng di kantor PT Prabultirta Jaya Lelstari. 
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2. Data Sekunder 

Data selkulndelr adalah data yang dipe lrolelh selcara tidak langsulng ataul 

mellaluli meldia pelrantara selpelrti bulkul, bulkti yang tellah ada, ataul arsip yang 

tellah dipulblikasikan. Data selkulndelr digulnakan pelnullis selbagai pelnulnjang 

dalam pelnellitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan di bab sebelumnya, 

penulis menyimpulkan: 

1. Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Praburtirta 

Jaya Lestari sudah sesuai dengan Perubahan tarif PPN dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Pemotongan dilakukan oleh Bendaharawan serta prosedur pembuatan 

faktur pajak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.  

2. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

pada PT. Praburtirta Jaya Lestari sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dokumen yang digunakan 

pun sudah sesuai dibuktikan dengan Bukti yang diterima penulis untuk 

dijadikan sampel data dalam tugas akhir ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis 

yaitu : 

1. Sebelum dilakukan pelaporan SPT Masa PPN sebaiknya dilakukan 

pemeriksaan apabila terjadi kesalahan dilakukan pembetulan sebelum 

dilaporkanya SPT Masa PPN tersebut.Untuk menghindari dikenakanya 

denda administrasi yang disebabkan terjadinya keterlambatan dalam hal 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya wajib pajak mengikuti 

ketentuan perpajakan yang berlaku dengan melaporkan SPT Masa Pajak 

Pertambahan Nilai sebelum batas akhir waktu pelaporan. 
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2. Dilakukan Sosialisasi perpajakan yang mencakup semua aspek 

perpajakan yang berlaku di PT. Prabutirta Jaya Lestari meminta kepada 

anggota dewan KPP untuk memberikan edukasi serta menambah 

wawasan seluruh pegawai terkait isu perpajakan terkini. 
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